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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 66 TAHUN 2001

TENTANG

UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAFERAH I ATNNYA

Memmbang

Mengingat

oo

lwd

6

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

balnwa untuk memberikan dorongan kepada aparatur Umit Satnan Ferpa
dalamm pemungutan dan pengelolaaan Pendapatan Ashi Dasrah  maupun
Penerimaan Daerah lainnya agar lebih giat bekerja secara efekiif dan efisien
dipandang perlu untuk memberikan vang perangsang,

balwa besamya  uang perangsang untuk  beberapa  jenis  pungutan
Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Dacrab lainnya perlu diseragamban,

balwea untuk melaksanakan sebagaimana  dimaksud et a das b operly

dibentuk Peraturan  Daerah tentang Uang Perangsang alas Penerumaan
Pendapatan Ash Dacrah dan Penerimaan Dacrah lainnya,

Undang - Undang Nomor | 12 Tahun 1999 ientang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkai 11 Way Fanan, Fabupaien Dacrah Tingkat T
Lampung Timur dan Fotamadya Daerah  Tingkat 1! Metro ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 )+
Undane  Undang Nomor © 22 Tahun 1999 {entang Pemerintahan Daersh
{ Lembwran Negara Tahun 1999 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 )

. Undang  undang Nomor @ 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Feuangan

antara Pusat dun Daeraly

Undang - undang Nomeor - 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - undang
Nomor - 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan BEetmbusi Daerah
{(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor @ 246 Tambahan Lembaran Negarn
Nomor : 4048 ),

Peraturan  Pemenintah  Nomer @ 05 Tahun 1975 tentang  Pengurusan.
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Duerah { Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor - 05},

Peraturan  Pemermiah Nomor - 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan
Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor : 41 }

Peraturan  Pemermiah  Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penvelenggarasn
Diekosentrast { Lembaran Negara  Tahun 2001 Nomor . 62, Tambahan
Lombaran Negara Nomor ; 4093 ) ¢
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8. Repres Nomor @44 Tahun 1999 teniane Peovusunan  Pevaturan Perundang —
undaneuan dan Bentuk Rancancan Undane - undane, Rancangan Peraluran

Pemermtah. dan Rancanean Feputugan Presiden:

9. Feputusan Presiden Nomor © 74 ‘Tahun 2001, tentang P'ata Cara Pengawasan
Penvelengearaan Pevainran Davrah

10 Peraturan Daerah Fota Metro Nowor - 61 Tahan 2061 tentane Peahentuioan
Susunan Oreansast dan Tata Flerpa Perangkat Daerali

[L Eeputusan Menternn Dalam Neeenn Nomor @ 126 Tahun {979 tentang

Pombetian Vang Perangsang kepada Dinus Pendapatan Dasrah:

12, Surat beputusan Menteri Dalam Negen dan Otonomi Daerah Nomor @ 903
2738 70 S 4 2000, tangeal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Dalam
Penyusunan dan Pelaksanaan APBD:

13, FEeputusan Mentenn Feuangan BI Nomor @ 83 7 FMEL 04 7 2000, tentang
Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Burn dan Banennan

Dengan Persetupuai

AN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH FOTA MIETTRO
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MEMUTUSEAN ¢

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG UANG PERANGS AN
ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN M'ENERIMAAN
DAERAH LAINNYA

FETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalara Poraturan Daerah un vang donaksud denean
@, Daerah adalah Fota Mefro

b Vemerintahan Daerah adalah  Fepala  Duaerah beseria persnegkai biaerah

Otonom vang lainnya sebagai Badan Eksekni!” Dacials

o PR adalah Dewan Penwakidan Rakval Daesrah Fota Metro

d Vepala Dacrah  adalah Wahkola Metro,

o Tonstans: Pemungul adalah Instonss atan Ugd Satuas Foenm vane Junesung
bertunceung  jawab  terhadap pemungutan dan penzelobian Tondapatan Ash
ois

iaih

Nurrah

Daerali Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pagak / Penent
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Badan Pendapatan Daerah  adalah ot VHn g bartindak  sebacw

T
'

AD dan Penernnnan Daerah lamnva.

Foodmator  dalan hal pemberiun uwang perangsane vang bersuinber dari
P

Petugas Pemungut  adalab Petugas dars Istanst Pemunent
atan pengelola dan PAD dan Penertmaan Dasrah lainnya,

Ponerunaan Daerah adalah Penerimaan Daerab  yang  mehipul Pendapatan

Ash Daerah, Bagi  Hasil Pajak dan Bukan Pajak ~ Penerimaan Dacrah

lamnya vang syah,

Pendapatan Ash Daerah adalahi Penerimaan Dacrah vane  terdivd  darn

Pajak  Daerah  Retribusi  Daerah, Laba  Perusahaan Daerih dun Lan
- lain  Pendapatan yang <yah

Penerimaan Daesvah Lamuyva adalahi Penenimaan  diluw Pendapatan Asli
Daeral yang svah

Bager Hasil Pagak dan Buokan Pajak adalah Penerimaan Daerah vang  terdin
dart PBBE  Perkoiaan dan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, Pajak Bahan Bakar Fendaraan Bermotor, PBR Aficas | PEE
1i%G yang dibagi secars  meraia

Pembina adalab terdiri dan unsur pejabat Eksekutif Pemda Fota Metro,
Pengawas adalah terdini dart unsur pejabat Eksekunt dan Leaistant Koia
Metro.

Uang Perangsang adalah pemberian hadiak berupa uane perangsane. unfuk
membenkan  dorongan  kepada  wparatw serta usaha  pembinaan,

penyempurnaan  dan  penerfiban sparatu dalam  melaksanakan  kegiatan
pemungutan Pendapatan Aslt Daerah (PAD).

BAB H
PEMBAGIAN UANG PERANGSANG

Pueal 2

Dinas Instansi - Unit Eerja / Bagian yang miclakukan pomungutan pengelolaan
terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pencrymaan Daerab lannva diberion

Uang perangsang.

Pasal 3

Uang perangsang diberikan dengan tujoan untuk memngkatkan kegaiahan kerja

memacu presiast kerja, memngkaikan kesejaliteraan bagi umit - unit pengelola
dan merupakan upaya preventit terhadap hal - hal vang bersifat negati '
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PENITELASAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METREOD
NOMOHE @ 06 TAHUN 2001

FENTANG

UANG PERANGSANG ATAS PENERIVIAAN
PENDAPATAN ASLI DAFRAH DAN PENERIMAAN DAKRAH LAINNYA

i UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Ashi Daerah ( PAD ) Fota Metro,
petugas pemungut / pelaksana Dinas / Badan ¢ Bagian perlu dibert motivasy atan doronean
agar febih etekiit dalam melaksanakan tugas dengan memberikan vang perangsang vang
ditetapkan dengan Peraturan Daeraly

i, Pasal Deni Pasal
Pasal 1. Cuokup jelas.
Pasal 2 Culp jelas

Pazal 3. Cukup jelas.

Pasul 1. Angka 1 - Yuang dimaksod dengan Pendapatan Ash Dacrah adalsh penerimaan
i i e
lavahnya

vang diperoleh Daerah dart sumber - sumber dalam wils

sendirt yang dipungut berdasarkan Peraturan Diaerah sesuar dengan

Peraturan Peruadane — undunesn vane berlaku
- Yang dimaksud dengan BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah
aan Bangunan,

3 5 { i 3 i iz - i LTI T o ¢ Plesassts vye pre
Angka 2 Yang dimaksud dencan Pajak Buny dan Bansunan adulah Pajuk vasg
bersumber dari Bumn dan Bangunan yang berada disetiup wilayah

kerja Flota Fabupaten batk pererangan mavpun badan ewasia

1 1% 1.
(51 IURERISEANY § 1B 00 SLE S PRV

Dacrak. Jaza Gire. Laba BUMD. dan Fla=il

aan Daerah, dan sumbanean prhak ketios

Angka3 . Peperimaan Duazral lainnya adalah Pendapaian Dac
dart Peigualan '

P

neclolaan Fekas

Angka 4 Yans dimaksud denean Lawn tawn Penerimann vang sah adaiahb
wehputt seluruh penenimaan dasrah dan penenmaan lamnya eesnm

denean Peraturan Perundane — undangan vape betlaku,

Dikeounalikan dalam Pasal 4 1ni adatab bukan temasuk Dana Alskast Umum dan
Drana Aldokewt Fohusus



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUgWIM SETDA KOTA METRO &

Pasal 5.

Pasal 6.

Pasal 7.

Pasal 8.

Pasal 9.

Yéng dimaksud dengan presentase Uang Perangsang besarnya
maksimum 5% dan pendapatan lain-lain yang sah diatur dengan
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Pemberian Uang Perangsang akan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.



